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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2009 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

Menimbang   : a.  bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
formasi yang telah ditetapkan; 

b. bahwa dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/ 
11/2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka 
Kreditnya beserta peraturan perubahannya, dinyatakan 
antara lain bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 
Sandiman ditetapkan berdasarkan formasi Jabatan 
Fungsional Sandiman; 

c. bahwa Lembaga Sandi Negara adalah Instansi Pembina 
Jabatan Fungsional Sandiman; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Pedoman 
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman dengan 
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara; 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999   tentang   
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
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6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas 
Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan 
Fungsional dan Angka Kreditnya; 

9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan 
Angka Kreditnya; 

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 
OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Sandi Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI 
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN. 

Pasal 1 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana 
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. 

Pasal 2 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh instansi pemerintah di 
pusat dan daerah. 
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Pasal 3 

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2009   

    KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

 

    WIRJONO BUDIHARSO 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 September 2009             
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ANDI MATTALATTA, 
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